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GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 21 TAHUN  2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka memperoleh data barang milik daerah yang benar dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan sensus barang milik daerah;

	
	
	b. bahwa untuk tertib pelaksanaan sensus barang milik daerah   sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagai pegangan yang tepat dan jelas bagi pelaksana sensus barang milik daerah; 

	
	
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

	
	
	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

	
	
	3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

	
	
	4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	
	5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

	
	
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);


	
	
	7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah;

	
	
	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

	
	
	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Daerah; 

	
	
	10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Provinsi/Kota;

	
	
	11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 46).


MEMIUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH.


BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku pengelola barang milik daerah;

6. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

7. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola barang adalah Kepala Biro Perlengkapan dan Asset Daerah selaku pejabat yang membantu pengelola barang untuk mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Barang.
9. Kepala SKPD yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

10. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.

11. Kepala Unit Kerja selanjutnya disebut  Kuasa Pengguna adalah  Pejabat  yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat  APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

13. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah yang berasal dari pembelian dengan sumber dana sebagian atau seluruhnya dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

14. Pengurus barang milik daerah selanjutnya disebut pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah dan/atau unit  kerja.

15. Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria Aset tetap. 
16. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP atau dengan sebutan Buku Inventaris adalah daftar yang memuat data barang inventaris yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

17. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna.

18. Daftar Barang Milik Daerah, yang disingkat DBMD atau dengan sebutan Buku Induk Inventaris adalah daftar yang memuat seluruh barang inventaris yang ada pada Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dilaksanakan oleh pembantu pengelola.
19. Kartu Inventaris Barang, yang dapat disingkat KIB adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain yang dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
20. Sensus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Sensus Barang adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat.
BAB II
 BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

(1) Barang milik daerah meliputi :

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau 

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ;

a. barang yang diperolah dari hibah/sumbangan atau sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

c. barang yang diperoleh sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Barang milik daerah yang diperolah dari hibah/sumbangan atau sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dan penyerahan dokumen kepemilikan.

Pasal 3

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan ke dalam :

a. tanah;

b. peralatan dan mesin;

c. gedung dan bangunan;

d. jalan, irigasi, dan jaringan;

e. aset tetap lainnya; dan

f. konstruksi dalam pengerjaan.

Pasal 4

Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari  tanah perkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau/rawa, sungai, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya. 

Pasal  5

Barang milik daerah berupa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

a. alat-alat besar meliputi : alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.
b. alat-alat angkutan darat meliputi : alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tak bermotor, alat angkutan bermotor udara, dan lain-lainnya sejenis.
c. alat-alat bengkel dan alat ukur meliputi : alat bengkel bermotor, alat bengkel tak bermotor, dan lain-lain sejenisnya.
d. alat-alat pertanian/peternakan meliputi : alat pengelolahan tanah dan tanaman, alat pemeliharaan tanaman/pasca penyimpanan dan lain-lain serjenisnya.
e. alat-alat kantor dan rumah tangga meliputi : alat kantor, alat rumah tangga, dan lain-lain sejenisnya.
f. alat studio dan alat komunikasi meliputi : alat studio, alat komunikasi dan lain-lain sejenisnya.
g. alat-alat kedokteran meliputi : alat kedokteran seperti alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran keluarga berencana, alat kedokteran mata, alat kedokteran tht, alat rontgen, alat farmasi, dan lain-lain sejenisnya.

h. alat-alat Laboratorium meliputi : unit alat laboratorium, alat peraga/praktek sekolah dan lain-lain sejenisnya.
i. alat-alat keamanan meliputi : senjata api, persenjataan non senjata api, amunisi, senjata sinar dan lain-lain sejenisnya. 
Pasal 6

Barang milik daerah berupa bangunan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :

a. bangunan Gedung meliputi tempat kerja, bangunan gedung, bangunan instalasi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah tempat tinggal dan gedung lainnya yang sejenis;
b. bangunan monumen meliputi candi, monumen alam, monumen sejarah, tugu peringatan dan lain-lain sejenisnya.
Pasal 7

Barang milik daerah berupa jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :

a. jalan dan jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya;
b. bangunan air/irigasi meliputi 
bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengamanan surya dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor dan bangunan air lain yang sejenisnya;
c. instalasi meliputi instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya;
d. jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya.

Pasal 8

Barang milik daerah berupa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari :

a. buku dan perpustakaan meliputi buku seperti buku umum filsafah, agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam, ilmu pengetahuan praktis, arsitektur, kesenian, olahraga, geografi, sejarah dan lain-lain sejenisnya.
b. barang bercorak kesenian/kebudayaan meliputi barang bercorak kesenian, kebudayaan seperti pahatan, lukisan alat-alat kesenian, alat olah raga, tanda penghargaan, dan lain-lain sejenisnya.
c. hewan/ternak dan tumbuhan meliputi hewan seperti binatang ternak, binatang unggas, binatang melata, binatang ikan, hewan kebun binatang dan lain-lain sejenisnya.
d. tumbuhan-tumbuhan seperti, pohon mahoni, pohon kenari, pohon asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon ayoman/pelindung. 

Pasal 9

Barang milik daerah berupa kontruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah barang milik daerah dalam proses pengerjaan.


BAB III

SENSUS BARANG

Pasal  10

(1) Sensus barang  dimaksudkan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akurat pada seluruh SKPD.

(2) Sensus barang  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik daerah.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 11

(1) Maksud ditetapkannya petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang ini  adalah untuk memberikan pedoman bagi aparat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sensus dan penatausahaan barang milik  daerah.;
(2) Tujuan  ditetapkannya petunjuk teknis pelaksanaan sensus barang ini adalah untuk menghasilkan data barang milik daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
BAB V

OBJEK SENSUS BARANG

Pasal 12

Barang milik daerah yang disensus adalah seluruh barang–barang inventaris yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang  terdiri dari :

a. Barang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang berada pada SKPD;
b. Barang milik Pemerintah Sulawesi Barat yang berada pada Badan Usaha Milik Daerah yang statusnya merupakan barang daerah yang dipisahkan. 

c. Barang Milik Kementerian/Lembaga yang berada dan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 13
Barang milik daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b meliputi barang milik daerah yang pengadaannya  sejak Tahun Anggaran 2005 termasuk barang milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB VI

 PELAKSANAAN SENSUS BARANG  

 Pasal 14

(1) Sensus barang dilaksanakan oleh Panitia Sensus Barang.
(2) Panitia sensus barang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan  Gubernur Sulawesi Barat. 
Pasal 15
Pelaksanaan sensus barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14  adalah sebagai berikut :

a. Panitia sensus barang menyusun jadwal pelaksanaan sensus barang dan menyampaikan kepada SKPD;

b. Panitia sensus barang menyampaikan rencana  jadwal pelaksanaan sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur untuk ditetapkan.
c. Setelah jadwal sensus barang  ditetapkan oleh Gubernur, selanjutnya Panitia sensus barang melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka persiapan sensus barang  dengan seluruh Pengurus Barang pada SKPD

Pasal 16
(1) Panitia sensus barang menyampaikan format Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang terdiri dari KIB : A, B, C, D, E dan F kepada seluruh SKPD untuk diisi dengan data awal dari KIB Unit/SKPD yang sudah ada ditambah barang–barang yang belum tercatat dalam kelompok KIB-nya yang diperoleh dari pengadaan baru, mutasi, dari unit lain, akibat penggabungan SKPD dari adanya penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru. 

(2) Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :

a. KIB A : Tanah;

b. KIB B : Mesin dan Peralatan;

c. KIB C : Gedung dan Bangunan;

d. KIP D : Jalan, irigasi dan jaringan;

e. KID E : Aset Tetap lainnya; F : Konstruksi dalam pengerjaan.  

(3) Format Buku Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I

(4) Format Kartu Inventaris Barang (KIB) A,  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.

(5) Format Kartu Inventaris Barang (KIB) B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III.

(6) Format Kartu Inventaris Barang (KIB) C  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV.

(7) Format Kartu Inventaris Barang (KIB) D sebagaimana dimaksud pada ayat (2)        tercantum dalam Lampiran V.

(8) Format Kartu Inventaris Barang (KIB) E sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI.

(9) Format Kartu Inventaris Barang (KIB) F sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 17
(1) Setelah diisi dan ditandatangani oleh Pengurus Barang dan Pimpinan Unit/SKPD, KIB disampaikan kepada Panitia sensus barang sebagai bahan evaluasi dan pencocokan data barang dengan kenyataan fisik dilapangan.

(2) Panitia sensus barang melakukan pengecekan terhadap laporan pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendapatkan data Barang Inventaris yang akurat.

(3) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Inventaris yang merupakan hasil sensus barang dan dicatat dalam  Rekapitulasi Hasil Sensus Barang, untuk dihimpun serta dibuat Buku Induk Inventaris Hasil Sensus Barang.
(4) Format Rekapitulasi hasil sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII.

(5) Format  Buku Induk Inventaris hasil sensus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.

Pasal 18
(1) Panitia sensus barang menyampaikan hasil pelaksanaan sensus barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jadwal pelaksanaan sensus kepada  Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

(2) Gubernur menyampaikan hasil sensus barang kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Jenderal Keuangan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah jadwal pelaksanaan sensus barang. 

BAB VII

PEMBIAYAAN 

Pasal 19
Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan sensus barang dibebankan pada Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.   
BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur  ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

                                                             Ditetapkan di Mamuju 





           

pada tanggal  14 Desember 2010





          GUBERNUR SULAWESI BARAT,




           
             H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju

pada tanggal 14 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

   H. M . ARSYAD HAFID
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